
 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR  02                                                                                                        TAHUN  2011   
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR  02 TAHUN  2011  
TENTANG 

 
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 
Menimbang   : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di                 

Kota Depok perlu disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat 

dan Nasional; 

  b. bahwa rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Organisasi 

Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja 

Organisasi Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang            

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, tata cara penyusunan rencana pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, diatur dengan Peraturan Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam                

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan               

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 5043); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4664); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 4741); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2008 Nomor 48); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 

  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; 
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  21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

  22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2010 Nomor 06); 

   
  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 
  dan 

  WALIKOTA DEPOK 
  MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA 

PEMBANGUNAN DAERAH. 

  BAB I 
  KETENTUAN UMUM 
  Pasal 1 
  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 

  4. Walikota adalah Walikota Depok. 

  5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.     

  6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah 

Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu. 

  7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya 

disebut Bappeda, adalah OPD Daerah yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan                            

di Kota Depok. 
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  8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota 

Depok dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Depok. 

  9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota 

Depok dalam wilayah kerja Kecamatan. 

  10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 

sumber daya yang tersedia. 

  11. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata 

cara perencanaan pembangunan mulai dari input, proses untuk 

menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah dalam jangka 

panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah serta umpan 

balik perencanaan dari tataran implementasi dan tujuan yang diinginkan. 

  12. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh 

semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang 

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi 

Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan 

Rencana Kerja Satuan  Kerja Perangkat Daerah. 

  13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya             

disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20                                     

( dua puluh ) tahun. 

  14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat 

RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

  15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)  tahun. 

  16. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

Renstra-OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

  17. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Renja-OPD, adalah dokumen perencanaan OPD 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

  18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan daerah. 
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